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PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (Z1S) DAN

PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ

2.1 Pendayagunaan Zakat, I nfaq, Shadagah

2.1.1 Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang benartfaat. Adapun

pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bhttaseesia:

a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil danamanfa

b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas derigan ba

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha daladataregkan hasil dan
manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Kamus BBsdasa Indonesia,

1993: 189).

Sedangkan pendayagunaan menurut para ahli ad&lapasderikut:

Menurut Asnaini (2008: 134) pendayagunaan zakat ahdal
mendistribusikan dana zakat kepada pamsstahiqdengan cara produktif.
Zakat di berikan sebagai modal usaha, yang akamgendmangkan usahanya
itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanfayat.Menurut
Masdar (2004: 8) pendayagunaan adalah cara atawa udiatribusi dan
alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan marfagt kehidupan.

Pendayaguanaan zakat berarti usaha untuk kegiaam saling berkaitan
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dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggund hakat secara baik,

tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat syadiatkan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pemenean zakat

yaitu:

a. Zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktifndarangka
penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitagtum

b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaisiamaksuud
pada ayat (1) di lakukan apabila kebutuhan dasastahiq telah
terpenuhi.

c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zaikabk usaha
produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dr aengan
peraturan menteri.

Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mangmingkatkan
pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyardkag di maksud
dengan “Peningkatan kualitas” adalah peningkatambsn daya mmanusia.
Maka dalam hal ini pendaygunaan adalah usaha ptibdid&dam rangka
penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitagturetapi hal ini di
lakukan setelah kebutuhan dasarstahigterpenuhi.

Dari berbagai pengertian yang ada, maka penulisarekesimpulan
bahwa pendayagunaan adalah segala sesuatu yarkitdmedengan usaha
pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengampmakat kepada
sasaran yang lebih luas sesuai cita dan rasa ségpad guna, efektif

manfaatnnya dengan sistem distribusi yang serbaa,gtentunya yang
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produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syagié sujuan sosial yang
ekonomis dari zakat.

Sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat tepetdk kreativitas
devisi pendayagunaan, hal tersebut bukan berariafikan devisi lainnya.
Boleh-boleh saja lembaga zakat memiliki struktuyamisasi yang lengkap
serta di tunjang dengan fasilitas lengkap ataupnmbhga zakat di dukung
oleh nama-nama besar. Bahkan bisa saja lembagatidzktiba yang besar
karena mendapat kepercayaan dari beberapa peroshesar. Tetapi pada
akhirnya kembali juga kepada kreativitas programdagagunaan apa yang
di kembangkan untukmustahiq Dari program itulah masyarakat dapat
mengetahui sampai sejauhmana performance lemb&gd Iari program
pemberdayaamustahigini, jatuh bangunnya lembaga zakat di pertauhkan
(Sudewo, 2004: 218).

Secara sadar harus diakui, bahwa tradisi klasik tcedisional dalam
pendayagunaan zakat masih bersiagnfisiensiMaksudin efisiensiadalah
pendayagunaan zakat masih bersifat langsung d#rerdlepadamustahiq
sehingga tidak ada upaya untuk mengembangkastahigmenjadi muzakki.
Contohnya adalah pemberian zakat oleh muzakki lepadstahiq di
lingkungan tempat tinggalnya tanpa adanya bimbingtau pengarahan
dalam pemanfaatan zakat tersebut.Pendayagunaant sakaacam ini
terkesan masih berkisar pada berkaksumtif karikatisehingga kurang atau

tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang beraselain itu
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pendistribusian zakat masih di dominasi oleh bepernganan beban sesaat
(temporary relief dan tindakan sementataifiporary actioh

Pendayagunaan zakat sampaisaatini, khususnya dndeih dapat
dikatakan kurang efektif (tepat sasaran), bila zakdistribusikan kepada
fakir miskin tetapi tidak dapat merubah kondisi eka. Padahal tujuan zakat
itu sendiri adalah untuk mewujudkan kemakmuran #aadilan dalam
masyarakat. Oleh karena itu, agar sejalan dengamantuzakat maka
pendayagunaan zakat itu diorientasikan pada uppggau yang bersifat
produktif, edukatif dan ekonomis (Abdad, 2003: 33).

Pembagian zakat secara produktif di dasarkan paatitsh yang
menyatakan: Dari Ubaidillah bin ‘Adi bin al-Khiyaa. bahwa ada dua orang
sahabat mengabarkan kepadanya bahwa mereka beedoahpmenemui
Nabi SAW meminta zakat kepadanya, maka Rasulullamperhatikan
mereka berdua dengan seksama dan Rasulullah mékalapaereka sebagai
orang-orang yang gagah. Kemudian Rasulullah beasdbitka kamu berdua
mau, akan saya beri, tetapi (sesungguhnya) oramg k@ya dan orang yang
kuat berusaha tidak mempunyai bagian untuk menezakat”.

Pemberian zakat kepada panastahiq secara konsumtif dan produktif
perlu di lakukan sesuai kondisiustahiq apakah mereka dapat di katakan
mustahiq produktif atau konsumtif. Sehingga zakat benar-besampai
kepada orang-orang yang berhak menerimanya seloge&td (Hasan, 2011:

72).
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Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasiribdist di
kategorikan dalam empat bentuk berikut:

a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaizakat di bagikan kepada
mustahiquntuk di manfaatkan secara langsung. Seperti: Zakath yang
di berikan kepada fakir miskin untuk memenuhi keban sehari-hari
atau zakat mal yang di bagikan kepada para korbacama alam.

b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif’, yaitu zakaliwujudkan dalam
bentuk lain dari barangnya semula. Seperti: dikaaridalam bentuk alat-
alat sekolah atau beasiswa.

c. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimarnsakat di berikan dalam
bentuk barang-barang yang produktif, seperti: kagbsapi, alat cukur,
dan lain sebagainya.

d. Distribusi bersifat “produktif kreatif’, yaitu zakadi wujudkan dalam
bentuk permodalan baik untuk membangun proyek kataa menambah
modal perdagangan pengusaha kecil (Mufraini, 2068).

2.1.2 Prinsip Pendayagunaan

Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yarlg geperhatikan
yaitu:

a. Di berikan kepada delapan asnaf

b. Manfaat zakat itu dapat di terima dan di rasakanfaznya

c. Sesuai dengan keperluamustahig(konsumtif atau produktif).

Pendayagunaan zakat yang di kumpulkan oleh Badaih 2akat di

arahkan pada program-program yang memberi mardagk panjang untuk
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perbaikan kesejahteraamustahiq Pendayagunaan zakat pada prinsipnya
bertujuan untuk meningkatkan statosustahigmenjadi muzakki. Melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peaysan social serta
pengembangan ekonomi (Departemen Agama Republdnésia, 2002: 69).

2.2 Tinjauan Teoritistentang Pemberdayaan
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Seacara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan
(empowerment berasal dari katapower (kekuasaan atau keberdayaan).
Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhaamdé&ogsep mengenai
kekuasaan. Kekuasaan seringkali di kaitkan dengamaknpuan kita untuk
membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkiemlepas dari
keinginan dan minat mereka. llmu social tradisomsnekankan bahwa
kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan controhgeR&n ini
mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatuidakdperubah atau
tidak dapat di rubah.

Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pemgedti atas.
Kekuasaan senantiasa dari dalam konteks relasialsaeitar manusia.
Kekuasaan tercipta dalam relasi social. Karenakelypasaan dan hubungan
kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaanti ini,
pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan &amuelniliki konsep
yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan ftegad proses
pemberdayaan sangat tergantung pada du&&dhma jika kekuasaan tidak

dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadgah cara apapun.
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Kedua, bahwa kekuasaan dapat di perluas. Konsep ini makakapada
pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkaands (Suharto, 2005:
58).

Selanjutnya Kartasasmita dalam bulsu-isu Tematik Pembangunan
Sosial yang ditulis oleh Sulistiati (2004: 229) mengatakabahwa
memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan keomeammasyarakat
dengan cara mengemukakan dan mendinamisasikan spptaensi
masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat datab@drseluruh lapisan
masyarakat. Dengan kata lain menjadikan masyarakatpu dan mandiri
dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensasyarakat
berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi ptaguanggota
masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya, menamamikai-nilai budaya
modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaantataygung jawab adalah
bagian pokok dari upaya pemberdayaan.

Sedangkan menurut Person yang dikutip oleh Suh@@®5: 58)
pemberdayaan adalah sebuah proses dengan manav@ajagli cukup kuat
untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolas atan mempengaruhi
terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembagay yaempengaruhi
kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orammperoleh
pengatahuan, keterampilan dan kekuasaan yang aukug mempengaruhi
kehidupannya dan kehidupan orang lain yang mepgdiatiannya.

Dalam orientasi lain, pemberdayaan masyarakat diaiakbukan

sekedar penyediaan kebutuhan pokok seperti makao&ok, pakaian,
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perumahan, pendidikan, serta perawatan kesehatdapiTprinsip ini lebih
diarahkan kepada upaya peningkatan kemampuan rakayayang tidak
berdaya untuk dapat bersama dengan yang lain mesgaumber-sumber
ekonomi dan politik yang tersedia. Muhammad Thohaoba, 2004: 170)
mengatakan bahwa prioritas pembangunan dalam kegg¢mberdayaan
meliputi pembangunan modal intelektuéihtelectual capital building),
merupakan kegiatan olah pikipembangunan modal sosi@ocial capital
building), merupakan kegiatan olah rasalan pembangunan modal
kewirausahaarienterpreneurial capital building)merupakan kegiatan olah
karsa.

Dari berbagai pengertian yang ada, maka penelitiamie kesimpulan
bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upagadijfakukan untuk
membuat masyarakat berdaya dengan membangunkararkptan yang
dimilikinya, yang dapat dikembangkan dalam pelatipalatihan keahlian
hidup, agar masyarakat menjadi berdaya dan dapadima

2.2.2 Pemberdayaan Menurut Islam

Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai saatumengubah
masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdagik, $ecara ekonomi,
sosial, maupun budaya. Ada dua hal mendasar yaperlakan dalam
mewujudkan “Pemberdayaan menuju keadilan sosiaBebrt. Pertama,
pemahaman kembali konsep Islam yang mengarah makenpbangan sosial
kemasyarakatan, konsep agama yang dipahami unaa Ishat ini sangat

individual, statis, tidak menampilkan jiwa dan risham itu sendiriKedua,
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pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasl dmsilaya. Oleh
karenanya, yang kita butuhkan adalah strategi Isbsidaya dalam rangka
mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengansepsi Islam.
Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebual maupun kutukan
dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia salag terhadap
distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. AlF@n telah menyinggung

dalam surat 43 ayat 32.
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Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmahanmu? Kami
telah menentukan antara mereka penghidupan merakand
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagereka
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agagiaebmereka
dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahusnimu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Az-Zuih32).

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rabkseialigus
“pengingat” bagi kelompok manusia yang lebih “bgmafauntuk saling
membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Penaaths@perti inilah
yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sgiappati dan empati
terhadap sesama harus di pupuk sejak awal.lniaseg@ngan firman Allah

dalam surat Al-Hasyr ayat 7.
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Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikataiAlkepada Rasul-
Nya (dari harta benda) yang berasal dari pendudata-Kota
Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabagk-anak
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang rdala
perjalanan, supaya harta itu jangan beredar draot@ng-orang
Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Resphdamu,
Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimukaJa
tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Seguhgya
Allah Amat keras hukumannya”(Al-Hasyr: 7).

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinarh I&anyak
diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salahndal@mahami ayat-ayat
Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilii@ata kekayaan.
Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam gesiologi sebagai
“Kemiskinan absolut” sebenarnya tidak perlu terjaghabila umat Islam
memahami secara benar dan menyelurk&ffgdh) ayat-ayat Tuhan tadi.
Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat darc&aata non-ekonomi
seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan mi@msgmangat
kemandirian. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayai#tik berat
pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (penarg pendapatan,

investasi, dan sebagainya), juga pada faktor nonaki.
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Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW
mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yarigiktheratkan pada
“Menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada ‘fFemgsan
kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberdariuan- bantuan
yang sifatnya sementara. Demikian pula, di dalanmgatsi problematika
tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasilsat anjuran, tetapi
beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakgaabnmampu mengatasi
permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikirggsuai dengan
keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan meastkin sumber-
sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwajdeddalah sebuah
nilai yang terpuiji (http://anshorfazafauzan.blogsmmm/2009/06/

pemberdayaan-dalam-perspektif-islam.html).

2.2.3 Prinsip dan Dasar Pemberdayaan

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan
masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Swri2005:18) ada lima

macam, yaitu:

a. Pendekatan dari bawahbuitom up approach pada kondisi ini
pengelolaan danpasdakeholdersetuju pada tujuan yang ingin dicapai
untuk kemudian mengembangkan gagasan dan bebemregatak
setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yaag thtumuskan

sebelumnya.
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b. Partisipasi [participation): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki
kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan gaagelo

c. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan leamitdengan
seluruh lapisan masyarakat sehingga program perabang
berkelanjutan dapat diterima secara sosial dancgkon

d. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi padakéndpkal, regional
dan nasional.

e. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagiam plagram

pengelolaan.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat h adala
mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskirm Kamah dan
kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan keresantara masyarakat
dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi @aimalisasi
penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, naegglketergantungan,
membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan menkagkatingkat

keberlanjutan (Delivery dalam Sutrisno, 2005:17).

2.2.4 Proses dan Upaya Pember dayaan

Suharto (2005: 66) menyatakan bahwa proses pemjaemaimumnya
dilakukan secarakolektif Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat
meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan Ligm,khal ini bukanlah
strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tgkkuai intervensi
pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui koleldwitDalam beberapa situasi,

strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan seaudiradual; meskipun pada
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gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dendatektivitas, dalam arti
mengaitkan klien dengan sistem atas sumber laituati dirinya. Dalam
konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat #aakenelalui tiga ras atau

matra pemberdayaaarGpowerment settijigmikro, mezzo, dan makro.

a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klesas individu
melalui  bimbingan, konseling, stress management crisis
intervention Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih
klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannyadel ini
sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat haghs task
centered approagh

b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelorklien.
Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelorsglokgal
media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamielompok,
biasanya digunakan sebagai strategi dalam menkeaykdtesadaran
pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klienr agemiliki
kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagat&jr Sistem
Besar [arge system strate@jykarena sasaran perubahan diarahkan
pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusanijakan,
perencanaan  sosial, kampanye, aksi sosial, lobpying
pengorganisasian masyarakat, manajemen konflialadseberapa
strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Basamandang

klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untn&mahami
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situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk menemiisteategi yang

tepat untuk bertindak.

Ide menempatkan manusia lebih sebagai subjek daranya sendiri
mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan. MenDakley dan
Marsden, 1984, proses pemberdayaan mengandung elcenderungan.
Pertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada presgserikan
atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatankataampuan kepada
masyarakat agar individu menjadi lebih berdayas®&sani dapat dilengkapi
pula dengan upaya membangun aset material gunaukwemgl kemandirian
mereka melalui organisasKkedug kecenderungan sekunder menekankan
pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivelividu agar
mempunyai kemampuan dan atau keberdayaan untuknto&ae apa yang

menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Menurut Kartasasmita (1995:19), upaya memberdaya&iayat harus

dilakukan melalui tiga cara:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi mastauntuk
berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia darasyarakat
memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan,hirgma
pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daydengan
mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkesadtaran akan

potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk memggngkannya.
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2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengarenerapkan
langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukemyediakan
sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan ligtnk) maupun sosial
(sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yapat diéakses masyarakat
lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagaingehlkan membuat
rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembagaanaan, pelatihan,
dan pemasaran di pedesaan.

3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lerDallam proses
pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang leen@mbah lemah
atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Okanena itu,
perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amadlasar sifatnya
dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan manhiaeus dilihat
sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persayayantidak seimbang
dan eksploitasi atas yang lemah.

2.2.5 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan M asyar akat

Teknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangarlukpe semua
pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan ybegpsal dari
pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat mgeEte mengalami
kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidaérnah
mengikutsertakan partisipasi masyarakap (dowr), sehingga si pemberi
proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan analsyt yang
sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya poteresyarakat

didayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyedptegubyek atau dengan
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kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelakbgreggunan yang aktif.
Menurut Wahab dkk. (2002: 81-82) ada 3 (tiga) p&aten yang dapat

dilakukan dalam pemberdayaamitu:

a. The welfare approach pendekatan ini mengarahkan pada
pendekatan manusia dan bukan memperdaya masyadalkan
menghadapi proses politik dan kemiskinan raky#pigustru untuk
memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendetetémum of
poweryang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal misyat.

b. The development approachpendekatan ini bertujuan untuk
mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan
kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

c. The empowerment approaclpendekatan yang melihat bahwa
kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dasrukaha
memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi

ketidakberdayaan.

Dubois dan Miley (1992:211) memberi beberapa ctaa teknik yang

lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pembedaymasyarakat:

a. Membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikaspon
empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien meulksnn nasibnya
sendiri 6elf determination)(c) menghargai perbedaan dan keunikan

individu; (d) menekankan kerjasama klietiént partnership.
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b. Membangun komunikasi yang: (a) menghormati martdbatharga
diri klien; (b) mempertimbangkan keragaman indivi¢t) berfokus
pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien.

c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memgtepkutisipasi
klien dalam semua aspek proses pemecahan masalgh;
menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangamangan
sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klidantgpembuatan
keputusan dan evaluasi.

d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaaniaoselalui: (a)
ketaatan terhadap kode etik profesi, (b) ketedibatdalam
pengembangan profesional, riset dan perumusan akebij (c)
penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dakmrisu publik.

2.2.6 Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yargaisenenentukan

keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Remdgn sosial

berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi ypagdisingkat dalam

akronim 5P, yakni: pemungkinan atau fasilitasi, qpextan, perlindungan,

penyokongan, pemeliharaan(Suharto, 2005: 95).

a. Pemungkinan merupakan fungsi yang berkaitan depgamberian
motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Bebetazes tpekerja
sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara ha@njadi contoh
(model), melakukan mediasi dan negosiasi, membakgusensus

bersama, serta melakukan manajemen sumber.

(
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b. Penguatan merupakan fungsi yang berkaitan dengatidiean dan
pelathan guna memperkuat kapasitas masyaralapacity
building). Pendamping berperan aktif sebagai agen yang ewemb
masukan positif dandirektif berdasarkan pengetahuan dan
pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pewmgetalan
pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membtkagki
kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, oieak
konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi makgaradalah
beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi perguat

c. Perlindungan merupakan fungsi yang berkaitan dengteraksi
antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksiaaslnama
dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. jBekesial
dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukanbgieam,
menggunakan media, meningkatkan hubungan masyaraiat
membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan jongenyangkut
tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang \asg diajak
berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar
masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tug
hidupnya.Pemberdayaan harus mampu menyokong mkayagar
tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang ldenemah dan

terpinggirkan.
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e. Pemeliharaan; semakin kondisi yang kondusif agsaptderjadi
kesinambungan distribusi kekuasaan antar berba&f@anipok dalam
masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamirakaessal dan
kesinambungan yang memungkinkan setiap orang meheper
kesempatan berusaha.

2.3 Tinjauaan Tentanng Zakat

2.3.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, katakat mempunyai beberapa arti, yaitu
nama’ (kesuburan),thaharah (kesucian), barokah (keberkahan), dan juga
tazkiyah tathie(mensucikan) (Hasbi, 1953: 24). Dijelaskan dalammKsal-
Munawwir bahwa katazakat mempunyai arti kesucian dan kebersihan
(Munawir, 1984: 577). Kataakatmerupakan kata dasané&sdaj dari zaka
yang berarti tumbuh, berkah bersih dan bertambalkeyaikan (Qardawi,

2004: 34).

Menurut mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengaengeluarkan
sebagian dari harta yang khusus yang telah mencégaibatas kuantitas
minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orarengy berhak
menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakatgdenmenjadikan
sebagian harta yang khusus dari harta yang khehagai milik orang yang
khusus, yang ditentukan oleh syariat karena AlMenurut mazhab Syafi’i
zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya hartawdiab sesuai dengan cara

khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakdt @k yang wajib
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dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompakgykhusus pula, yaitu

kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an (Nurudd006: 6-7).

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, keipds rumusan dan
pengertiannya berbeda tetapi esensinya sama yaitgeflaan sejumlah
harta yang diambil dari orang yang wajib membayd@ar (muzakki untuk

diberikan kepada mereka yang berhak menerimanyatéhig.

2.3.2 Pengertian Infaq dan Shadagah

“Infaq” berasal dari kataanfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan mteteunainology syari’at
infaq adalah mengeluarkan sebagian dari hartapgadapatan ajaran Islam
(Djuanda, 2006: 11). Jika zakat ada nisabnya, iti@@k mengenal nisab.
Jika zakat harus diberikan padaustahiqtertentu (8 ashnaf), infaq boleh
diberikan kepada siapapun juga. Sedangkan orang yemgelurkan infaq

disebutmunfiq.

“Shodagah” berasal dari kata shadaga yang beraetdr”. Menurut
terminology syari’at pengertian shadagah adalah pemberian sukaretp yan
dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, teautid@pada orang-orang
miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditemt baik jenis, jumlah
maupun waktunya (Ali, 1988: 23). Sedangkan oranggyanemberikan
shodagah disebutushoddiq.Sebenarnya pengertian shodagah dan infaq
sama termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuarttesaya saja, jika

infaq berkaitan dengan materi, shodagah memilikil@oih luas dari sekedar
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material, misal senyum itu shodaqgah. Dari hal iang perlu diperhatikan
adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masimiliki kelebihan harta,

sangat dianjurkan sekali untuk berinfag atau betsgah.

2.3.3 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat dita) di Madinah
pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah jba@nnya puasa
Ramadhan dan zakat fitrah, di dalam Al-Qur’an tatajua puluh tujuh ayat
yang menyejajarkan kewajiban zakat dalam berbagyatiuk kata (Ali, 1988:
90). Zakat merupakan kewajiban bagi orang berimamuzékKi yang
mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertgnsal) dan waktu
tertentu baul) untuk diberikan kepada orang yang berhakugtahiq.
Sedangkan kewajiban zakat dalam Islam memiliki raakmng sangat
fundamental, saling berkaitan erat dengan aspedkase Tuhan, juga
ekonomi sosial (Nuruddin,2006: 1). Sebagai rukutigkedari rukun Islam,
zakat juga menjadi salah satu diantara pundi-pisidm yang tidak boleh
diabaikan oleh siapa pun juga. Oleh karena itiygse@ang enggan membayar
zakat boleh diperangi dan orang yang menolak kbamjiya zakat dianggap

kafir (Ar-Rahman, 2003: 177).

Dasar hukum kewajiban zakat diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Bagarah ayat 43:
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TSI ”\yfjtﬂ;j\\y\ FOARR

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakatndruku'lah
beserta orang-orang yang ruku’. (Dept. Agama, 1988:

2) Surat At-Taubah ayat 103:
Solo o) M&oﬁ%mg”’ R MH)A e i
2 o B AL

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta meralengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan medoal
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)
ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha megaie
lagi Maha mengetahui.” (dept. Agama, 1978: 297-298)

b. Hadits

1. Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagai berikut :

G.u d\s(dm}ds&s\éma&\d}»)u\u@_c&l\w)ﬁu.:\uc-}
)\.\AM f’u\j&"‘ d}u:) \..\mu\j&l\ ‘).”4.&\‘)! u\ bJL@An U‘“AAL;Q("J\'“‘Y\
(dcds.m) UL‘AA_)?J‘A}L}‘M‘CAJAS)”“E‘J

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. Bahwasanya Rasulul&&W bersabda:
“Islam didasarkan pada lima sendi yaitu mengakbhwaatidak
ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammadugan
Allah, dan mendirikan shalat, mengeluarkan zakafj Hdan
puasa di bulan Ramadhan” (HR.Muntafaqg Alaih) (Alaim Abu
Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, 1999: 220).

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim ddiinu

Umar.

‘Jmuualujus&\émg;\ﬂ\u\ LA@—IQAM\L;LA‘)(JA\_IQ u.:\

A Oy Sy @ Y1 Ay o ,,JL@_M;\ Lage 3 d\_qs@uﬂ\\.@_:sau\}ra

dséu\jxmum&k_uaﬂ\gtumu\e@_&udsm\pwagju

Ge M5 A e Garil @ G galels Al |5 sl a@‘ﬁ ALl o
(4ule i) 231 e 37 2t

Artinya : “Dari lbnu Abbas r.a. sesungguhnya Nadah mengutus
Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi Muhammad SAW
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bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengafwia tidak
ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammaalplad
utusan Allah. Jika mereka menerima itu, maka Haukanlah
bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalag liwaktu
dalam sehari semalam. Jika hal ini telah merekdi, taa
sampaikanlah bahwa Allah SWT mewajibkan zakat geatéa
benda mereka, yang diambil dari orang-orang kaya da
diberikan kepada fakir miskin di antara mereka”(HRkhari).

2.3.4 Macam-macam Zakat

Macam-macam zakat dalam ketentuan hukum Islanddwaa, yaitu:

a. Zakat nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah merupakan zakatuk
menyucikan diri. Zakat fitrah ini dapat berbentukhbn pangan atau
makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, mab@wpa uang yang
nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan paagmn makanan
pokok tersebut (Djuanda, 2006: 11). Jumlah yangshdikeluarkan untuk
zakat fitrah adalaha satiha’ (satu gantang), baik untuk gandum, kurma,
anggur  Kkering, maupun  jagung, yangmerupakan makanan
pokoknya(Mughniyah, 2001: 197).

Biasanya masyarakat Indonesia, beras dua setefigghakn atau uang
yang senilai dengan harga beras itu. Waktu mend&nazakat fitrah
yaitu masuknya malam hari raya Idul Fitri. Pelakdamnya, mulai
tenggelamnya matahari samapai tergelincirnya matahslenurut
Imamiyah yang utama dalam pelaksanaanya adalaltuselpelaksanaan
shalat hari raya. Sedangkan menurut Imam Syafitvapbkan untuk
mengeluarkan zakat fitrah adalah akhir bulan daal dwlan Syawal,

artinya pada tenggelamnya matahari dan sebelurkitspdda akhir bulan
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Ramadhan (Mughniyah, 2001:197). Orangyang berhakenrmea zakat
fitrah adalah orang-oranng yang berhak menerimaraeamum, yaitu
orang-orang yang dijelaskan dalam Al-Qur’an sumibah ayat 60.

b. ZakatMal (zakat harta), adalah bagian dari harta kekayes@osang (juga
badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongamang-orang
tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu riertelalam jumlah
minimal tetentu (Ali, 1988: 42).

Namun dalam menetukan harta atau barang apa sag wajib
dikeluarkan zakat, terjadi perbedaan pendapat ysemmuannya karena
perbedaan dalam memandamas-nasyang ada. Menurut Abdurrahman al-
Jaziri, para ulam mazhab empat sedtifaq mengatakan bahwa jenis harta
yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu: (bptang ternak (unta, sapi,
kerbau/domba), (2)emas dan perak, (3) perdagarigamertambangan dan
harta temuan, (5) pertanian (gandum, korma, ang§edangkan lbnu Rusdy
menyebutkan empat jeis harta yang wajib dizakaituy (1) barang tambang
(emas,dan perak yang tidak menjadi perhiasanh€®@jan ternak yang tidak
dipekerjakan (unta, lembu dan kambing), (3) bijidm (gandum), (4)buah-
buahan (korma dan anggur kering). Sementara ituruh& usuf al-Qardhawi
jenis-jenis harta yang dizakati, adalah: binatargak, emas dan perak, hasil
perdagangan, hasil pertanian, hasil sewa tanahu rdad produksi hewan
lainnya, barang tambang dan hasil laut, hasil tagspabrik dan gudang,
hasil pencaharian dan profesi, hasil saham damgashliAsnaini, 2008: 35-

36).
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Memperhatikan pendapat di atas, maka jenis hartg vajib dizakati
ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artirgris{jenis zakat
sebagimana disebutkan di atas, masih dapat dikegkbansesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yanglabgak pada
perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia ugsddam Undang-
Undang Republik Indonesia no. 38 tahun 1999 tenaiggelolaan Zakat,
pasal 11 disebutkan tujuh jenis zakat yang dikeakat, yaitu:

a. Emas, perak dan uang

b. Perdagangan dan perusahaan

c. Hasil pertanian, hasil perkebnan dan hasil perikana

d. Hasil pertambangan

e. Hasil peternakan

f. Hasil pendapatan dan jasa

g. Rikaz

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan di, atesib
dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentwvajib zakat
(mencapanisah kadar dan wakthaul).

2.3.5 Muzakki (orang yang wajib zakat)

Muzakkiadalah orang Islam yang memiliki kekayaan yangipukisab.
Semua kekayaan yang dikenakan zakat harius cuksgb,nyaitu jumlah
minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Selain itu ada beberapa ketentuan tambahan testapg yang wajib

mengeluarkan zakat, yaitu:



45

a. Kekayaan anak di bawah umur/orang gila.

Anak dibawah umur, yang belum akil baligh semestifyelum
mukallaf. Bagaimana hukumnya seandainya anak itoniliké kekayaan
yang telah mencukupi syarat-syarat wajib zakat. We&npendapat para
ulama kekayaan itu harus dizakati dan walinya-langy melaksanakan
pembayaran zakat itu. Orang yang sakit gila, dahaihkekayaan dan
zakatnya, sama dengan anak dibawah umur.Rasu#ah bersabda:
“Barang siapa mewalikan anak yatim yang mempunyakakaan,
hendaklah kekayaan itu dipergunakan untuk berdagdag janganlah
kekayaan itu ditinggalkan sehingga kekayaan itenekzakat”.

b. Kekayaan dizakati setelah dikurangi biaya pengaftola

Kekayaan apapun yang dimiliki orang diwajibkan zaiga setelah
kekayaan itu dipergunakan untuk kebutuhan yangl-betul primer,
seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dll. Jikéuk keperluan yang
primer itu tidak cukup maka ia tidak diwajibkan agk

c. Mempunyai kekayaan tetapi berhutang.

Orang yang mempunyai kekayaan cukup nisab, akaapitaa
mempunyai hutang, baik hutang itu kepada sesamausiaarataupun
kepada allah SWT maka hutang itu harus dilunasuldalkemudian jika
sisanya masih ada senisabnya maka harus dekeluzakaimya.

d. Meninggal sebelum membayar zakat.
Orang yang berkewajiban membayar zakat,tetapi iaimggal dunia

sebelum kewajiban itu dilaksanakan, maka kekayamrg yditinggalkan
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tidak boleh dibagi sebagai warisan kepada ahlismge sebelum zakat itu

dikeluarkan, karena zakat itu adalah hutang kepélda.

e. Kompensasi hutang dengan zakat
Seorang fakir atau miskin mempunyai pinjaman uaggpkla seorang
kaya kemudian pada suatu waktu orang kaya itu nhemd@n zakat
uangnya dan uang pinjaman yang ada pada orang dtdar miskin itu

dijadikan sebagai zakat yang diberikan kepadanyakawang demikian

itu hukumnyakhilaf, ada yang melarang dan ada yang membolehkan

(proyek peningkatan sarana keagamaan islam, zakatvekaf. Pedoman
zakat, h:117-120).

2.3.6 Mustahiq (Orang yang berhak menerima Zakat)

Dalam kamus bahasa arabustahigadalahfa’il dari akar katahaq
yang mempunyai makna patut, wajar (Achmad Sun&eamus lengkap Al-
Fikri, halim jaya, Surabaya, 2002:14Mustahiqg merupakan istilah yang
dikenal dalam terminologi zakat, yang berarti org/agg patut menerima
zakat. Orang-orang atau golongan yang berhak nmeaezakat telah diatur
dalam ajaran agama Islam, yakni ada delapan gatofagaaf).

Delapan golongan yang berhak menerima zakat seghettir dalam
surat at-taubah: 60 adalah sebagai beriRattama,fakir, yaitu orang yang
tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap gunaukepi kebutuhan
hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menjamitiaygk ada.Kedua,

miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukigupnya, meskipun ia
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mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi ugahdelum dapat
mencukupi kebutuhannya dan orang yang menangguegjgminnya) tidak
ada.Ketiga, amil, yaitu orang atau panitia/organisasi yang goens zakat
baik mengumpulkan, membagikan atau mengelolakgempat, muallaf,
yaitu orang yang masih lemah imannya, karena bamnetuk agama Islam
atau orang yang mempunyai kemauan untuk masuk algdana tetapi masih
lemah (ragu-ragu) kemauannya itKielima, Rigab (hamba sahaya) yang
mempunyai perjanjian akan di merdekakan oleh majikga dengan jalan
menebus dengan uangeenam,Gharim, yaitu orang yang punya hutang
karena suatu kepentingan yang bukan maksiat ddiak mampu untuk
melunasinya.Ketujuh, Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk
meninggikan syi'ar Islam seperti membela/memperikha agama,
mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembagiéga keagamaan
lainnya. Kedelapan,lbnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam
bepergian dengan maksud baik (proyek peningkatama&eagamaan Islam,
zakat dan wakaf, pedoman zakat: 325).

2.3.7 Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimghhgai berikut:

a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, nudwsly nikmat-
Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemaugiang tinggi,
menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistisyjenumbuhkan
ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan meragggkédn harta

yang dimiliki.
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b) Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan meanparamustahiq
terutama faqir miskin, dan sebagai pilar amal beesa

c) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunanasaraupun
prasarana yang harus dimiliki umat Islam.

d) Untuk mengummatkan etika bisnis yang benar.

e) Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan unakiatzmerupakan salah
satu instrumen pemerataan pendapataecoromic with equily
(Hafidhuddin, 2002: 9-14).

Tinjauan Tentang Badan Amil Zakat

2.4.1 Lembaga Pengelola Zakat

Dewasa ini keberadaan lembaga pengelola zakat al@nopsebuah
solusi dalam metode penyaluaran zakat untuk tujysengentasan
kemiskinan. Dalam al-Qur'an dan haditst telah dg&bn mengenai adanya
petugas zakat (amil) yangmengambil zakat darzakkikemudian disalurkan
kepada para mustahik. Oleh karena itu, keberadgmabdga amil zakat sangat
diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan zizlet. Pelaksaan zakat
selain didasarkan pada surat at-Taubah ayat 18&salkan juga dalam surat

At-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yaerpalt menerima

zakat.

Lembaga pengelolaa zakat di Indonesia diatur otddetapa peraturan
perundang-undangan, yaitu: UU no.38 tahun 199@menPengelolaan Zakat,

Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tenReigksanaan UU No.

38 tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bigam Masyarakat
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Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 tentamglofman Teknis

Pengelolaan zakat (Djuanda, 2006: 3).

Berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pelagaiozakat,
bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan ArakaZ (BAZ) yang
dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat £) Arang dibentuk
oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah (@mif 2006: 138).

2.4.2 Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaantzgdag dibentuk
oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri atasirumasyarakat dan
pemerintah. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tiamgkasional disebut
Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yatilgentuk di daerah
disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA gaterdiri dari
BAZDA Provinsi, BAZDA kabupaten/kota dan BAZDA keuatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagianaity Dewan
Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelak$amaysi dan tugas
pokok masing-masing struktur di BAZ dapat diuraikaibagai berikut:

a) Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan, fatwa, ansardan
rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahar@agenal
pengelolaan zakat. Sedangkan tugas pokoknya adalah:

1. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amkaia
2. Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana Kaanisi

Pengawas.
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3. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupurakiderkaitan
dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh penguBaslan Amil
Zakat.

4. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasidkezadan
Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maugak. t

5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasia kBadan
Pelaksana dan Komisi Pengawas.

6. Menunjuk Akuntan Publik.

b) Komisi Pengawasan memiliki fungsi melaksanakan pesagan internal
ataupun oprerasional kegiatan yang dilakukan Bad2elaksana.
Sedangkan tugas pokoknya adalah:

1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telahkaisa

2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yangh teldetapkan
Dewan Pertimbangan.

3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakataB#&elaksana,
yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dangyagdnaan.

4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaaies.

c) Badan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakanakahijBAZ dalam
program pengumpulan, penyaluran, dan pendayaguretaat (Djuanda,
2006: 5). Tugas pokoknya badan pelaksana adalah:

1. Membuat rencana kerja.

2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat semuzama kerja yang

telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yaaly déketapkan.
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3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertangungjawaban kepada peater
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas rBagan Amil
Zakat ke dalam maupun ke luar (Djuanda, 2006: 130)-1
BAZ juga memiliki struktur dari pusat hingga kecdama BAZ di
tingkat pusat disebut dengan Badan Amil Zakat NedigBAZNAS) yang
berdiri berdasarkan surat keputusan Presiden Ri&guddbnesia No. 8 tahun
17 Januari 2001. Sedangkan BAZ tingkat propinsewi# dengan sebutan
Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tk I/BAZDA Propinsiembaga ini
berdiri disetiap propinsi di seluruh Indonesia. Wkntengoptimalkan kinerja
BAZ dibutuhkan BAZ di tingkat kabupaten/kota yadgtingkat dengan
BAZDA Tk IlI/BAZDA kabupaten/kota. Struktur BAZDA Wkan sudah
sampai ke kecamatan yang dinamakan BAZ kecamatan.

Setelah terbentuk secara resmi, BAZ mempunyai kbarmajyang harus

dilaksanakan, yaitu:

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan kerjatgkamgdibuat.

2. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.

3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang tkaidit oleh
akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintadp lyarwenang
melalui media massa sesuai dengan tingkatannyambat-
lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir.

4. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah Dewan

Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
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5. Merencanakan kegiatan tahunan.

6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaanzaddaa yang
diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengagkaiannya
(Djuanda, 2006: 5-6).

Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi segakal proses
pembentukannya sampai kepengurusan harus melibatikeur masyarakat.
Menurut peraturan hanya posisi seketaris saja yaergsal dari pejabat
Departemen Agama. Dengan demikian, masyarakat tagmt menjadi
pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhrayedan lolos seleksi,
sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Undang-undang3®dahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat.

Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisegara umum
mempunyai dua fungsi yakni (Ridwan, 2005: 207-208)

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihaduzakki dengan
mustahik.Sebagai perantara keuangan amil dituntut menenagkasrust
(kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keugagg lain, azaz
kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dian§etiap amil
dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masingagasampai
terlihat jelas positioning organisasi, sehingga yaeskat dapat
memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudwddan sulit untuk

berkembang.
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2. Pemberdayaan
Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pemoian
amil, yakni bagaimana masyarakatuzakki menjadi lebih berkah
rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadintenj disatu sisi dan
masyarakatmustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian
bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat Qerubanjadi
muzakHKbaru.
2.4.3 Persyaratan L embaga Pengelola Zakat
DR. Yusuf Qardawi dalam bukunygjgih Zakat, menyatakan bahwa
seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat harumilike beberapa
persyaratan sebagai berikut:

a. Beragama Islam.

b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akan pikiya yang siap
menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

c. Memiliki sifat amanah atau jujur.

d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang meblan ia
mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yarkgitagr dengan
zakat kepada ummat.

e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengahaik-
baiknya (Yusuf Qardawi, 2002: 551-552).

DR.KH.Didin Hafidhuddin menambahkan satu syarat nyak
kesunguhan amil dalam melaksanakan tugasnya. Mehalau, amil zakat

yang baik adalah amil zakat yafgl time dalam melaksanankan tugasnya,
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tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Di Iedom berdasarkan
keputusan Menteri Agama RI no. 581 tahun 1999, ndikekan bahwa
lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknisyrarain:

1) Berbadan hukum

2) Memiliki datamuzakkilanmustahiq

3) Memiliki program kerja yang jelas

4) Memiliki pembukuan yang baik

5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit (Didafidhuddin,

2006: 129-130.)



